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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya,
Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah telah berhasil menyusun Modul Pembelajaran SMP Terbuka
dengan baik. Tujuan disusunnya Modul Pembelajaran ini adalah sebagai salah satu bentuk layanan
penyediaan bahan belajar peserta didik SMP Terbuka agar proses pembelajarannya lebih terarah,
terencana, variatif, dan bermakna. Dengan demikian, tujuan memberikan layanan SMP Terbuka
yang bermutu bagi peserta didik SMP Terbuka dapat terwujud.

Modul Pembelajaran SMP Terbuka yang telah disusun ini disajikan dalam beberapa kegiatan belajar
untuk setiap modulnya dan beberapa modul untuk setiap mata pelajarannya sesuai dengan
kurikulum yang berlaku. Dengan adanya modul pembelajaran SMP Terbuka ini, kami berharap,
peserta didik dapat memperoleh kemudahan dan kebermaknaan dalam menjalankan kegiatan
pembelajaran mandiri dan terstrukturnya. Selain itu, Guru Pamong dan Guru Bina pun dapat
merancang, mengarahkan, dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan lebih baik sebagai
bagian dari proses peningkatan mutu layanan di SMP Terbuka. Dengan layanan SMP Terbuka yang
bermutu, peserta didik akan merasakan manfaatnya dan termotivasi untuk mencapai cita-citanya
menuju kehidupan yang lebih baik.

Dengan diterbitkannya Modul Pembelajaran SMP Terbuka ini diharapkan kualitas layanan
pembelajaran di SMP Terbuka menjadi lebih baik. Modul Pembelajaran SMP Terbuka ini masih jauh
dari sempurna, untuk itu kami berharap dapat memperoleh kritik, saran, rekomendasi, evaluasi,
dan kontribusi nyata dari berbagai pihak untuk kesempurnaan modul ini. Kami mengucapkan
banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam proses penyusunan
Modul Pembelajaran SMP Terbuka. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka dengan
segala kerendahan hati akan kami perbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masa yang
akan datang.

Jakarta, Desember 2021
Direktur

. Mulyatsyah, M.M.
NIP. 196407141993041001
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I

KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. DESKRIPSI SINGKAT

Semangat pagi Indonesia, Salam Pancasila!

Apa kabar Ananda yang hebat? Semoga Ananda sehat dan semangat dalam belajar, dan senantiasa
bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Ananda bisa bersekolah hingga saat
ini. Kali ini Ananda akan mempelajari Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan
modul keempat di kelas IX. Dengan mencermati dan mempelajari tentang Kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Ananda dapat menerapkan sikap kecintaan akan tanah air Indonesia sebagai wujud
penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan
sehari-hari. Untuk itu agar Ananda lebih paham terhadap materi dalam modul ini, ikuti aktivitas belajar
berikut.

B. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

Kompetensi Dasar (KD) merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai
Ananda untuk suatu mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti.
Berikut Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada pembelajaran Modul 4 ini.

Tabel 4.1 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Kompetensi Inti Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam
yang dianutnya. ranah konkret (menggunakan, mengurai,

2. Menunjukkan  perilaku  jujur, disiplin, merangkai, memodifikasi, dan membuat)
tanggung jawab, peduli (toleran, gotong dan ranah abstrak (menulis, membaca,
royong), santun dan percaya diri dalam menghitung, menggambar, dan
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan di sekolah dan sumber belajar lain yang
dan keberadaannya. sama dalam sudut pandang teori/teori.

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan
(faktual, konseptual, prodedural, dan
metakognitif) pada tingkat teknik dan spesifik
sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, dan  kenegaraan terkait

fenomena dan kejadian tampak mata.
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Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar ‘

1.3 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas | 4.3 Memaparkan penerapan tentang bentuk

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam
mendukung bentuk dan kedaulatan negara.

3.3 Memahami ketentuan tentang bentuk dan
kedaulatan negara sesuai Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

bentuk dan kedaulatan Negara Republik dan kedaulatan negara sesuai Undang-
Indonesia. Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

C. PETUNJUK BELAJAR

Sebelum Ananda menggunakan Modul Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terlebih

dahulu Ananda baca petunjuk mempelajari modul berikut ini:

1.

Pelajarilah modul ini dengan baik. Mulailah mempelajari materi pelajaran yang ada dalam modul
Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di setiap kegiatan pembelajaran hingga Ananda
dapat menguasainya dengan baik;

Lengkapilah setiap bagian aktivitas dan tugas yang terdapat dalam modul ini dengan semangat
dan gembira. Jika mengalami kesulitan dalam melakukannya, catatlah kesulitan tersebut pada
buku catatan Ananda untuk dapat mendiskusikannya bersama teman, menceritakannya kepada
orang tua, atau dapat menanyakannya langsung kepada Bapak/Ibu Guru pada saat jadwal
kegiatan pembelajaran berlangsung;

Lengkapi dan pahamilah setiap bagian dalam rangkuman sebagai bagian dari tahapan penguasaan
materi modul ini;

Kerjakan bagian Tes Formatif pada setiap bagian Kegiatan Belajar sebagai indikator penguasaan
materi dan refleksi proses belajar Ananda pada setiap kegiatan belajar. Ikuti petunjuk pengerjaan
dan evaluasi hasil pengerjaannya dengan seksama;

Jika Ananda telah menguasai seluruh bagian kompetensi pada setiap kegiatan belajar, lanjutkan
dengan mengerjakan Tes Akhir Modul secara sendiri untuk kemudian dilaporkan kepada
Bapak/lbu Guru;

Gunakan Daftar Pustaka dan Glosarium yang disiapkan dalam modul ini untuk membantu
mempermudah proses belajar Ananda.
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D. PERAN ORANG TUA
DAN GURU

Teruntuk Bapak/Ibu Orang Tua peserta didik, berkenan Bapak/Ibu dapat meluangkan waktunya untuk
mendengarkan dan menampung serta membantu memecahkan permasalahan belajar yang dialami oleh
Ananda peserta didik. Jika permasalahan belajar tersebut belum dapat diselesaikan, arahkanlah Ananda
peserta didik untuk mencatatkannya dalam buku catatan mereka untuk didiskusikan bersama teman
maupun Bapak/Ibu Guru mereka saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung.

Teruntuk Bapak/Ibu Guru, modul ini disusun dengan orientasi aktivitas peserta didik dan setiap modul
dirancang untuk dapat mencakup satu atau lebih pasangan kompetensi-kompetensi dasar yang terdapat
pada kompetensi inti 3 (pengetahuan) dan kompetensi inti 4 (keterampilan). Setiap peserta didik
diarahkan untuk dapat mempelajari modul ini secara mandiri, namun demikian mereka juga diharapkan
dapat menuliskan setiap permasalahan pembelajaran yang ditemuinya saat mempelajari modul ini dalam
buku catatan mereka. Berkenaan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan Bapak/lbu
Guru dapat membahasnya dalam jadwal kegiatan pembelajaran yang telah dirancang sehingga Ananda
peserta didik dapat memahami kompetensi-kompetensi yang disiapkan dengan tuntas.
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. II *
W, KEGIATAN BELAJAR 1

HAKIKAT DAN TEORI KEDAULATAN

A.Indikator Pembelajaran
Dalam mengikuti pembelajaran ini diharapkan Ananda dapat:

1. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan sesudah mempelajari hakikat dan teori
kedaulatan;

Melakukan aktivitas pembelajaran tentang hakikat dan teori kedaulatan secara bertanggungjawab;
Mendeskripsikan pengertian kedaulatan;

Menjelaskan sifat-sifat kedaulatan;

Menjelaskan bentuk-bentuk kedaulatan;

Mendeskripsikan teori-teori kedaulatan;

Nou ks wnN

Menyusun laporan hasil kajian tentang hakikat dan teori kedaulatan.

B. Aktivitas Pembelajaran

Ananda hebat di seluruh Indonesia, bacalah uraian materi tentang Hakikat dan Teori Kedaulatan berikut
ini. Ananda diharapkan membaca secara teliti dan cermat sebagai wujud
tanggung jawab Ananda dalam belajar.

Dengan membaca secara teliti dan cermat, kelak akan berguna bagi Ananda
agar menjadi warga negara yang baik dan bertangungjawab. Materi yang
akan Ananda pelajari pada Kegiatan Belajar 1 terdiri dari:

Pengertian kedaulatan;
Sifat-sifat kedaulatan;
Bentuk-bentuk kedaulatan;
Teori-teori kedaulatan.

i

Kemudian Ananda kerjakan tugas Aktivitas pada modul!
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Aktivitas 1

Sebelum Ananda mencermati uraian materi dalam modul ini, perhatikan gambar di bawah ini!

Gambar 4.1 Menjaga Kedaulatan RI
Sumber: https://www.republika.co.id/

Selanjutnya silahkan Ananda ceritakan apa saja yang Ananda ketahui tentang gambar tersebut dan tulis
pada kolom berikut ini!

Setiap bangsa pasti mempunyai kedaulatan

masing-masing sesuai teori kedaulatan yang
dianutnya. Negara Indonesia adalah negara
yang berdaulat artinya bangsa Indonesia
memiliki  kekuasaan  tertinggi  untuk
mengatur kehidupan rakyat mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

Sebelum bangsa Indonesia merdeka pada E 3 o !Q : '
17 Agustus 1945, rakyat Indonesia tidak Gamr 4.2 Kerja Rodi
memiliki kedaulatan karena berada di Sumber: https://www.republika.co.id/
bawah kekuasaan kolonial Belanda dan

Jepang. Pada waktu itu, rakyat Indonesia menjadi pekerja kasar untuk kolonial.
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Mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan diperlakukan semena-mena.
Para penjajah menerapkan kerja paksa (rodi) pada masa penjajahan Belanda dan kerja paksa (romusha)
pada masa penjajahan Jepang. Setelah rakyat Indonesia bangkit berhasil melawan penjajah maka
terbentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka dan berdaulat. Maka
rakyat Indonesia tidak lagi berada di bawah penjajahan atau kekuasaan pemerintah Belanda dan Jepang.
Bangsa Indonesia memiliki kekuasaan penuh dan memiliki kebebasan untuk mencapai tujuan dan cita-cita
bangsa.

Kata kedaulatan berasal dari Bahasa Arab yaitu dari kata daulah yang artinya kekuasaan tertinggi.
Kedaulatan berarti kekuasaan yang tertinggi untuk membentuk dan melaksanakan undang-undang.
Kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam
kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.

Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemerintah mendapat mandat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat. Keterlibatan rakyat dalam pemerintahan merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat
yang dilaksanakan melalui pemilihan umum. Menurut Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Perancis,
kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan
memiliki empat sifat yaitu:

1. Asli artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi

2. Permanen artinya kedaulatan tetap ada selama negara itu berdiri, walaupun pemerintah berganti

3. Tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dapat dibagi-bagi
kepada badan-badan lain

4. Tidak terbatas artinya kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh apa pun dan oleh kekuasaan lain

Kedaulatan secara tidak langsung mempengaruhi berbagai aspek dalam penyelenggaraan suatu negara
seperti bentuk konstitusi, pembagian kekuasaan antar lembaga negara, dan lain sebagainya. Kedaulatan
yang dianut oleh setiap negara tentunya berbeda-beda. Hal ini biasanya tergantung dari kesepakatan
yang dibuat oleh pemerintahan dan masyarakat secara bersama-sama.

Menurut Jean Bodin, ada dua jenis kedaulatan yaitu:

1. Kedaulatan ke dalam yaitu kekuasaan tertinggi di dalam
negara untuk mengatur fungsinya. Pemerintah berhak
mengatur kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga
negara dan perangkat lainnya, tanpa campur tangan
negara lain. Kedaulatan ke dalam merupakan kedaulatan
yang dimiliki suatu negara untuk mengatur dan
menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku di negara tersebut, dan rakyat
harus patuh dan tunduk dengan apa yang ditetapkan
pemerintah.

2. Kedaulatan ke luar yaitu kekuasaan tertinggi di dalam Gambar 4.3 Jean Bodin ]
negara untuk mengadakan hubungan dengan negara symber: https://twitter.com/jeanbodin2
lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai
ancaman dari luar. Negara berhak mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain guna
kepentingan negaranya. Kedaulatan ke luar merupakan kedaulatan yang berkaitan dengan wewenang
untuk mengatur pemerintahan dan menjaga keutuhan wilayah suatu negara yang sepatutnya
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dihormati oleh negara lain. Pelaksanaan konsep kedaulatan ke luar ditunjukkan adanya hubungan
diplomatik, perjanjian antar negara, maupun hubungan dagang dan sosial budaya antar negara.

Kedaulatan dapat berasal dari berbagai sumber. Pada umumnya, berbagai sumber tersebut biasanya
menjadi  kesepakatan  bersama  antara
masyarakat dan pemerintah sendiri. Berikut
beberapa macam teori kedaulatan yang ada di
suatu negara:

1. Teori Kedaulatan Tuhan
Kedaulatan Tuhan merupakan salah satu

teori kedaulatan yang cukup tua di dalam

sejarah ilmu tata negara. Kedaulatan Tuhan KedaUIatan IndoneS|a

menjelaskan bahwa negara dan pemerintah
J & P Gambar 4.4 Kedaulatan Indonesia

mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Sumber: http://sakersomu.blogspot.com/

Tuhan untuk menjalankan pemerintahan
secara langsung. Menurut Teori Kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan diberikan
kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkan Tuhan menjadi pemimpin negara
dan berperan sebagai wakil Tuhan di dunia. Contoh negara yang pernah menganut macam kedaulatan
ini yaitu Arab Saudi, Jepang, dan Mesir.

2. Kedaulatan Raja
Kedaulatan Raja hingga kini diketahui masih menjadi salah satu sumber hukum yang berjalan di
sejumlah negara. Kedaulatan Raja menganggap bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan raja.
Secara langsung, raja tidak tunduk patuh terhadap hukum yang berlaku. Raja bertanggung jawab
terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu
menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai wakil Tuhan di dunia maka kekuasaan
raja merupakan tirani bagi rakyatnya. Kedaulatan yang dimiliki oleh raja mengakibatkan raja berkuasa
sewenang-wenang. Negara yang pernah menerapkan kedaulatan raja adalah Prancis, Thailand, dan
Inggris.

3. Kedaulatan Negara
Pada Kedaulatan Negara, kekuasaan tertinggi terletak di tangan negara. Sumber kedaulatan yang
dijalankan berdasarkan dari kehendak negara. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu
negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan untuk kepentingan
negara. Teori kedaulatan ini melaksanakan pemerintahan tirani. Contoh negara yang pernah
menjalankan bentuk kedaulatan ini yakni Italia dan Rusia.

4. Kedaulatan Hukum
Kedaulatan hukum beranggapan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku.
Hukumlah yang membimbing kekuasaan pemerintah. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan
kesadaran hukum. Kedaulatan hukum mewajibkan suatu pemerintahan untuk melindungi HAM dan
mengutamakan hukum di dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan. Negara penganut
kedaulatan ini yakni Indonesia, Amerika Serikat, dan banyak negara-negara di Eropa.

5. Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan rakyat mengutamakan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam
penyelenggaraan suatu pemerintahan. Teori ini menjelaskan bahwa rakyat merupakan kesatuan oleh
suatu perjanjian masyarakat (contract social). Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam
negara, memberikan sebagia kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa
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tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Contoh negara penganut kedaulatan ini adalah Amerika
Serikat, Prancis, dan Indonesia.

Agar kekuasaan negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dikelompokkan
menjadi tiga kekuasaan yang terpisah. Pemegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi dan tidak
ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas tiga
kekuasaan yaitu;

1.

2.

3.

Kekuasaan Legislatif: kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara.

Lembaga Legislatif Republik Indonesia

MPR, DPR, DPD

PinterPandai.com

Gambar 4.5 Lembaga Legislatif: MPR, DPR, DPD

Sumber: https://www.republika.co.id/

Kekuasaan eksekutif: kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan.

PPKn

Gambar 4.6 Presiden Rl
Sumber: https://akumaubelajar.com/
Kekuasaan yudikatif: kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan ini sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman.

{
MAEKAMA | AGUNG

Gambar 4.7 MA, MK
Sumber: https://www.maolioka.com/
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C. Tugas

Sebagai penugasan mandiri pada Kegiatan Belajar 1 kali ini, Ananda silakan mengisi jawaban pada bagan

rumpang berikut ini!

* AKTIVITAS
MANDIRI

md Zi

Zr

1. Jelaskan 4 sifat kedaulatan!

ASLI — |

SIFAT-SIFAT

g IR

Kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam
I negara dan tidak dibagikan kepada badan-
badan lain

KEDAULATAN

—

TIDAK
TERBATAS et [T

2. Sebutkan dan jelaskan beberapa teori kedaulatan!

Teori
Kedaulatan
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Marilah kita menyusun rangkuman untuk kegiatan pembelajaran ini!
Ananda bisa berpartisipasi menyusun rangkuman dengan melengkapi
kalimat-kalimat berikut ini!

R kuman Kata kedaulatan berasal dari Bahasa Arab yaitu dari kata daulah yang artinya
D‘ Ong

P

e .. ... ... Kedaulatan berarti kekuasaan yang tertinggi untuk membentuk
dan melaksanakan undang-undang. Kedaulatan rakyat membawa konsekuensi
bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.

Menurut Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Perancis, kedaulatan adalah
kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan
memiliki empat sifat yaitu:

1. w.vivivvve. @artinya kedaulatan tidak ber
tinggi
2. e e e artinya kedaul atan tetap a
walaupun pemerintah berganti
3 atinya k e k u a-saturyandalamtnegarame r u p
dan tidak dapat dibagi-bagi kepada badan-badan lain
4, . viivievew. artinya kedaulatan tidak dapat dibatas

Menurut Jean Bodin, ada dua jenis kedaulatan yaitu:

1. Kedaulatan ... ... ... ... ... ... ... ... yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya.
Pemerintah berhak mengatur kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat
lainnya, tanpa campur tangan negara lain.

2. Kedaulatan ... ... ... ... ... ... ... .. .yaitu..kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengadakan
hubungan dengan negara lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar.

Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas tiga kekuasaan yaitu;

1. Kekuasaan ... ... ... ... ..........kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu
negara
2. Kekuasaan ... ... .. ... ... ... ... kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan
3. Kekuasaan ... ... ... ... ... ... ... kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan ini sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman.

Bagus! Ananda telah berhasil melengkapi rangkuman!
Sekarang coba bacalah kembali rangkuman yang telah kita susun!
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E. TES FORMATIF

Untuk mengetahui apakah Ananda telah menguasai materi pelajaran pada Modul 4 ini, kerjakan soal tes
yang disediakan. Tes Formatif ini harus dikerjakan sendiri tanpa melihat kunci jawaban.

1. Pengertian kedaulatan adalah....

A. pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat
B. kemampuan untuk menguasai negara lain

C. kewenangan mengatur negara sendiri

D. kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara

2. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu
pemerintahan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan berhasil
meraih titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak
saat itu bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa yang bebas
menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan penjajah atau negara lain. Kedaulatan terdiri dari
kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Makna kedaulatan keluar adalah.

A. hak rakyat untuk memperoleh kekuasaannya

B. negara berhak mengatur kepentingan rakyatnya

C. negara ikut serta melaksanakan ketertiban dunia

D. hak warga negara untuk berkomunikasi dengan warga negara asing

3. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Negara berhak mengatur kepentingan masyarakat
(2) Negara berhak menjalin kerjasama dengan negara lain
(3) Kekuasaan untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya
(4) Negara ikut serta mewujudkan perdamaian dunia
Perwujudan kedaul atan kedalam ditunjukkan nomor

A. (1)dan (2)

B. (1) dan (3)
C. (2)dan(3)
D. (2) dan (4)

4. Menurut Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Perancis yang hidup pada tahun 1500-an,
kedaulatan memiliki 4 sifat. Salah satunya bahwa kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan yang
l ebi h tinggi. Hal i ni menunj ukkan bahwa kedaul a

tunggal
terbatas
asli

o0 w >

permanen
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Seluruh rakyat harus setia dan patuh terhadap raja yang melaksanakan kekuasaan atasnama dan
untuk kemuliaan Tuhan. Hal ini merupakan bentuk dari teori kedaulatan....
A. negara

B. Tuhan
C. rakyat
D. hukum

PPKn Kelas I X | Modul 4 | Kedaula




Petunjuk Evaluasi Hasil Pengerjaan Tes Formatif

Setelah Ananda selesai mengerjakan Tes Formatif Kegiatan Belajar 1 ini, silahkan cocokkan jawaban
Ananda dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada bagian lampiran Modul 4. Kemudian
hitung tingkat penguasaan yang dapat Ananda capai dengan menggunakan rumus berikut ini:

Jumlah Jawaban Benar

Nilai x 100

* Jumlah Soal Seluruhnya

1. Jika Nilai Capaian yang Ananda peroleh kurang dari 75 (disesuaikan dengan KKM yang
ditetapkan), Ananda harus mempelajari kembali materi yang belum dikuasai. Jika masih
mengalami kesulitan, catatkan pada buku catatan Ananda bagian mana saja yang masih belum
Ananda pahami untuk kemudian Ananda dapat mendiskusikannya bersama teman,
menceritakannya kepada orang tua, atau dapat menanyakannya langsung kepada Bapak/Ibu
Guru pada saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung.

2. lika tingkat penguasaan yang Ananda peroleh lebih dari atau sama dengan 75, Ananda dapat
melanjutkan ke Kegiatan Belajar selanjutnya.

‘ PPKn Kelas I X | Modul 4 | Kedaulatan Nega



> IIT *
7~ KEGIATAN BELAJAR 2

PRINSIP-PRINSIP KEDAULATAN DI INDONESIA

A. Indikator Pembelajaran
Dalam mengikuti pembelajaran ini diharapkan Ananda dapat:

1. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan sesudah mempelajari prinsip kedaulatan
di Indonesia;

2. Melakukan aktivitas pembelajaran tentang prinsip kedaulatan di Indonesia secara
bertanggungjawab;

3. Mendeskripsikan landasan hukum pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia;

4. Menjelaskan prinsip-prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia;

5. Menyusun laporan hasil kajian tentang kedaulatan Negara Republik Indonesia;

B. Aktivitas Pembelajaran

Anak-anak yang hebat, sekarang kita akan melanjut pembelajaran
kita pada Kegiatan Belajar 2, bacalah uraian materi tentang Prinsip-
prinsip Kedaulatan di Indonesia berikut ini. Ananda diharapkan
membaca secara teliti dan cermat sebagai wujud tanggung jawab
Ananda dalam belajar. Dengan membaca secara teliti dan cermat,
kelak akan berguna bagi Ananda agar menjadi warga negara yang
baik dan bertangung jawab. Materi yang akan Ananda pelajari pada
kegiatan belajar 2 terdiri dari:

1. Landasan hukum pelaksanaan kedaulatan negara Republik
Indonesia;
2. Prinsip-prinsip kedaulatan di Indonesia.

PPKn Kelas I X | Modul 4 | Kedaula




Aktivitas 2

Sebelum Ananda mempelajari lebih lanjut, silakan Ananda ceritakan peristiwa yang tampak pada
gambar berikut!

g»

Gambar 4.8 Menjaga Kedaulatan RI
Sumber: https://www.kompas.com/

Selanjutnya silahkan Ananda ceritakan apa saja yang Ananda ketahui tentang gambar tersebut dan
tulis pada kolom berikut ini!

Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat. Dasar atau landasan hukum pelaksanaan

kedaulatan negara Republik Indonesia adalah:

1. Pancasila sila ke-4: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan". Kerakyatan artinya rakyat yang berdaulat. Bahwa kehendak
untuk berkuasa itu ada di tangan rakyat yang memiliki tanggung jawab atas kedaulatannya
sendiri terhadap perkembangan negaranya. Kerakyatan dalam sila keempat merupakan
penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia.

2. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV:
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada...". Pernyataan tersebut mengandung makna,
negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Maka, rakyatlah yang berdaulat

... maka

atau berkuasa.

3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2): “ &daulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar” .Pelaksana
kedaulatan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PPKn Kelas I X | Modul 4 | Kedaul atan



adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas
kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat.

4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3): “Negara
Il ndonesia adalah negara hukum”.

5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1): “Segal a wai
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan it Relaldaeaang ledaulatan hdkank a d a

menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara harus sesuai Undang-
Undang Dasar, tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Kekuasaan, tugas, dan wewenang
lembaga negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nah setelah Ananda memahami landasan hukum pelaksanaan kedaulatan Negara Republik
Indonesia, sekarang Ananda akan mempelajari prinsip-prinsip kedaulatan Negara Republik
Indonesia.

Prinsip-prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah:

1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik

Gambar 4.9 NKRI
Sumber: https://fajarfareso.blogspot.com/

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa “Negara
Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Makna dari negara kesatuan adalah
bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara bagian yang
memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat.

Bentuk pemerintahan republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan
rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa “Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan rakyat
merupakan suatu sistem yang menempatkan kekuasaan tertinggi di suatu negara berada di
tangan rakyat.

Kedaulatan rakyat menjadikan rakyat memiliki kesempatan untuk mengatur kepentingan bangsa
dan negara menjadikan posisi pejabat negara sebagai representatif. Pelaksanaan kedaulatan
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rakyat mencerminkan dan mewujudkan kondisi demokratis yang efektif. Masyarakat bisa
menyampaikan aspirasi kepada lembaga negara melalui para wakilnya.

2. Negara Indonesia adalah negara hukum

Gambar 4.10 Negara Hukum
Sumber: https://www.lintasparlemen.com/

Pasal 17 ayat (2) Undang-Un da n g Dasar Negara Republ ik | ndone
Il ndonesi a a d a | aNegarm lulgira adalah hegaka wang’ di dalamnya terdapat

berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila

dilanggar. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan di Indonesia harus didasarkan pada

hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Negara hukum berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Sebagai
negara hukum, Indonesia berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan
hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan
semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan
sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila.

3. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat

Gambar 4.11 Kedaulatan Rakyat
Sumber: https://www.kompas.com/

Pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa “Presiden tidak
dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”. DPR dan Presiden
memiliki tingkat kedudukan sama, sebagai lembaga negara. Dalam Pasal 7C Undang-Undang
Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Presiden tidak dapat
membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden tidak
bertanggungjawab pada parlemen sehingga secara politik presiden tidak dapat dijatuhkan
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(impeachment) oleh parlemen, begitu juga sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan
parlemen.

Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

Gambar 4.12 Pelantikan Menteri Kabinet
Sumber: https://www.liputan6.com/

Pasal 1 ayat (3) UndangsUn dang Dasar Negara Republik -l ndone
menter.i i tu di angkat d a rPresidein beewenang mengarglatndano | e h P
memberhentikan para menteri, oleh karena itu para menteri bertanggung jawab kepada

presiden, tidak bertanggung jawab kepada parlemen.

Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil
presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar

Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 3
ayat (3). Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diusulkan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang paripurna
MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
pada masa jabatannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul. Usul DPR
harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
terbukti melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden. Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri sekurangkurangnya 3/4 (tiga perempat) dari
jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang
hadir.
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C. Tugas

* AKTIVITAS
. MANDIRI

Perhatikan petikan berita berikut ini!
Wakil Komandan PMPP TNI Kunjungi Pasukan Garuda
di Pedalaman Afrika

Gambar 4.13 Pasukan Garuda
Sumber: https://www.liputan6.com/

Wakil Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Kolonel Pnb Engkus
Kuswara, S.I.P., M.Tr (Han), beberapa waktu lalu mengunjungi Pasukan Garuda yang
tergabung dalam Satgas Kompi Zeni TNl Konga XXXVII-D/Minusca (Multi-Dimensional
Integrated Stabilization Mission in Central African Republic), bertempat di Indo Eng Coy
Camp, Mpoko, Bangui, pedalaman Republik Afrika Tengah.

Setibanya di Bandara Internasional Mpoko Airport-Afrika, Wakil Komandan PMPP TNI
Kolonel Pnb Engkus Kuswara, yang didampingi oleh Kolonel Czi Winarno, Mayor Kav
Mappiluru dan Kapten Kal Bagus disambut Wadansatgas Konga XXXVII-D/Minusca Mayor
Czi Dedi Tri dan Liaison Officer FACA CAR Kolonel Leppa (Angkatan Bersenjata Republik
Afrika Tengah).

Selanjutnya Wakil Komandan PMPP TNI Kolonel Pnb Engkus Kuswara beserta rombongan
menuju Indo Eng Coy Camp, Mpoko, Bangui, Republik Afrika Tengah dan disambut langsung
oleh Dansatgas Konga XXXVII-D/Minusca Letkol Czi Chotman Jumei Arisandy, S.E. beserta
seluruh anggota Satgas Kompi Zeni.

Dansatgas Konga XXXVII-D/Minusca Letkol Czi Chotman Jumei Arisandy, S.E. dalam
paparannya melaporkan beberapa hal meliputi situasi, kondisi dan hal-hal menonjol yang
perlu mendapat perhatian lebih lanjut serta mengenai situasi terakhir dan tugas-tugas
Satgas Kompi TNI selama melaksanakan misi perdamaian di bumi Afika, baik yang sudah
maupun yang belum dilaksanakan.

"Dengan dipaparkannya kondisi dari Satgas Kompi TNI Konga XXXVII-D/Minusca diharapkan
dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh rombongan, sehingga dapat mengetahui
hal-hal apa yang perlu mendapat perhatian untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas
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selama melaksanakan tugas sebagai Peacekeepers di Republik Afrika Tengah," tutur Letkol
Czi Chotman Jumei Arisandy.

Sementara itu dihadapan anggota Satgas Kompi Zeni TNI, Wakil Komandan PMPP TNI
Kolonel Pnb Engkus Kuswara, S.I.P., M.Tr (Han) menekankan kepada seluruh Pasukan
Garuda Konga XXXVII-D/Minusca agar tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap kegiatan, serta mengutamakan faktor
keamanan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Dihadapan ratusan Prajurit TNI Konga XXXVII-D/Minusca, Kolonel Pnb Engkus Kuswara
mengingatkan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sudah
tidak terbendung, maka sebagai makhluk sosial kita harus dapat menyesuaikan dengan
pesatnya perkembangan teknologi dan informasi.

Pasukan Garuda Satgas Kompi Zeni TNI Konga XXXVII-D/Minusca berjumlah 200 personel
dari ketiga angkatan (176 personel TNI AD, 19 personel TNI AL dan 5 personel TNI AU)
dibawah pimpinan Letkol Czi Chotman Jumei Arisandy, S.E. sebagai Dansatgas, yang
kesehariannya menjabat sebagai Komandan Batalyon Zipur 5/ABW Kodam V/Brawijaya,
Jawa Timur.

Satgas Konga XXXVII-D/Minusca yang akan bertugas selama satu tahun ke depan, memiliki
tugas untuk membantu PBB dalam berbagai pekerjaan seperti pembuatan super camp,
perbaikan jalan, pembangunan jembatan, perbaikan pangkalan, pembuatan perimeter
camp dan perbaikan-perbaikan konstruksi lainnya. Selain tugas pokoknya tersebut, Satgas
Kompi Zeni TNI berupaya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat di daerah misi serta
mengenalkan budaya Indonesia ke masyarakat Republik Afrika Tengah.
(https://www.tni.mil.id/view-123002-wakil-komandan-pmpp-tni-kunjungi-pasukan-garuda-
di-pedalaman-afrika.html)

Dari petikan berita tersebut, silakan Ananda mengkaji secara mendalam dengan

memperhatikan hal-hal berikut:

1. Bagaimana pendapat Ananda tentang Pengiriman Pasukan Garuda ke Afrika dengan
pelaksanaan kedaulatan negara Republik Indonesia?

2. Apa tujuan Pengiriman Pasukan Garuda ke negara-negara di Afrika?

3. Langkah konkret apa yang dapat dilakukan pemerintah Republik Indonesia jika
menghadapi negara-negara yang bersengketa?
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4. Bagaimana tanggapan Ananda tentang kasus tersebut jika kita kaitkan dengan
kedaulatan negara Republik Indonesia?

Marilah kita menyusun rangkuman untuk kegiatan pembelajaran ini!
Ananda bisa berpartisipasi menyusun rangkuman dengan melengkapi
kalimat-kalimat berikut ini!

Negara Indonesia adalah negara yang menganut teori kedaulatan rakyat.
Dasar atau landasan hukum pelaksanaan kedaulatan negara di Indonesia
adalah:
1. Pancasila sila ke-4: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan"
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Alinea IV
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1
ayat (2)
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1
ayat (3)
5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal
27 ayat (1)

D. Rangkuman
P

Prinsip-prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah:
1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk ... ... ... .. o e et s it s e v

2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

3. Negara Indonesia adalah negara hukum

4. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat

5. Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh ... ... ... ... oo ol
6. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan/ atau wakil presiden dalam masa

jabatannya menurut

Bagus! Ananda telah berhasil melengkapi rangkuman!
Sekarang coba bacalah kembali rangkuman yang telah kita susun!
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E. TES FORMATIF

Untuk mengetahui apakah Ananda telah menguasai materi pelajaran pada Modul 4 ini, kerjakan soal tes
yang disediakan. Tes Formatif ini harus dikerjakan sendiri tanpa melihat kunci jawaban.

1. Pengertian kedaulatan adalah ....
A. pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat
B. kemampuan untuk menguasai negara lain
C. kekuasaan tertinggi dalam sebuah Negara
D. kewenangan mengatur negara sendiri

2. Makna kedaulatan ke luar adalah ... .
A. negara berhak mengatur kepentingan rakyatnya
B. hak pemerintah mengatur perekonomian rakyat
C. hak rakyat untuk memperoleh kekuasaannya
D. negara ikut serta melaksanakan ketertiban dunia

3. Kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam Negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan

lain.H a | i ni menunjukkan bahwa kedaulatan bersifat
A, asli
B. tunggal

C. permanen
D. tidak terbatas

4. Makna kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945a dal ah
A. kekuasaan dari, oleh, dan untuk golongan
B. kekuasaan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat
C. kekuasaan pemerintahan berasal dari pejabat
D. kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

5. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Negara memajukan kesejahteraan umum
(2) Negara melindungi segenap bangsa
(3) Pengiriman pasukan perdamaian ke negara-negara konflik
(4) Menjadi anggota organisasi internasional
(5) Mencerdaskan kehidupan bangsa
(6) Menjalin kerjasama dengan negara lain
Yang termasuk bentuk pelaksanaan kedaulatan ke luar ditunjukkan nomor ....
A. (1), (2),dan (3)
B. (1), (3),dan (4)
C. (2),(4), dan (5)
D. (3), (4), dan (6)
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Petunjuk Evaluasi Hasil Pengerjaan Tes Formatif

Setelah Ananda selesai mengerjakan Tes Formatif Kegiatan Belajar 2 ini, silahkan cocokkan jawaban
Ananda dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada bagian lampiran Modul 4. Kemudian
hitung tingkat penguasaan yang dapat Ananda capai dengan menggunakan rumus berikut ini:

Jumlah Jawaban Benar
~ Jumlah Soal Seluruhnya

Nilai x 100

1. lJika Nilai Capaian yang Ananda peroleh kurang dari 75 (disesuaikan dengan KKM yang
ditetapkan), Ananda harus mempelajari kembali materi yang belum dikuasai. Jika masih
mengalami kesulitan, catatkan pada buku catatan Ananda bagian mana saja yang masih belum
Ananda pahami untuk kemudian Ananda dapat mendiskusikannya bersama teman,
menceritakannya kepada orang tua, atau dapat menanyakannya langsung kepada Bapak/lbu
Guru pada saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung.

2. lika tingkat penguasaan yang Ananda peroleh lebih dari atau sama dengan 75, Ananda dapat
melanjutkan ke Tes Akhir Modul.
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Selamat, akhirnya Ananda sampai di Tes Akhir Modul!

Pilih satu jawaban A, B, C, atau D yang benar!

1.

Pegertian berdaulat ke dalam adalah....

A.
B.
C.
D.

Negara berhak mengatur kepentingan rakyatnya
Hak pemerintah berhubungan dengan negara lain
Hak rakyat untuk memperoleh kekuasaannya
Negara ikut serta melaksanakan ketertiban dunia

Kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa

k
A.
B.
C
D

edaul atan bersifat
asli

tunggal

permanen

. tidak terbatas

Kekuasaan itu tetap ada selama negara itu masih berdiri sekalipun pemerintahannya berganti. Hal
ini menunjukkan bahwa kedaulatan bersifat....

A.
B.
C.
D.

permanen
asli

tunggal

tidak terbatas

Montesquieu, seorang ahli dari Perancis berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara
tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi menjadi tiga kekuasaan yang
terpisah (separated of power) yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Makna dari kekuasaan legislatif
dalam sebuah negara adalah....

A.
B.
C.
D.

kekuasaan untuk menjalin hubungan dengan negara lain
kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan
kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan
kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan

Perhatikan pernyataan berikut!

(1) Negara berhak mengatur kepentingan masyarakat

(2) Negara berhak menjalin kerjasama dengan negara lain

(3) Rakyat berhak memperoleh kekuasaannya

(4) Negara ikut serta mewujudkan perdamaian dunia

Berdasarkan pernyataan diatas, yang merupakan perwujudan kedaulatan keluar ditunjukkan

nomor....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
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C.
D.

(2) dan (3)
(2) dan (4)

6. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Indonesia melaksanakan kedaulatan....

A.
B.
C.
D.

kedaulatan negara dan kedaulatan hukum
kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat
kedaulatan rakyat dan kedaulatan raja
kedaulatan Tuhan dan kedaulatan raja

7. Makna yang terkandung dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 adalah....

A.
B.
C.
D.

negara Indonesia menerapkan kedaulatan hukum

pemerintahan berdasar atas hukum yang berlaku

kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat

8. Makna kedaulatan Tuhan adalah....

A

kedaulatan yang beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai
penguasa tunggal

kedaulatan yang beranggapan bahwa penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan
kedaulatan yang beranggapan bahwa rakyat yang bertindak atas nama Tuhan yang
melaksanakan pemerintahan

kedaulatan yang beranggapan bahwa kedaulatan itu bersumber dari rasa keadilan dan
kesadaran hukum

9. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menunjukkan bahwa
Indonesia menerapkan....

A.
B.
C.
D.

Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan Hukum
Kedaulatan Tuhan
Kedaulatan Raja

10. Makna yang terkandung dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

T
A
B.
C
D

ahun 1945 adal ah...

negara Indonesia menerapkan kedaulatan hukum
pemerintahan berdasar atas hukum yang berlaku
kekuasaan berada di tangan rakyat

kekuasaan negara berada di tangan raja

11. Perhatikan data berikut!

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

PPKn Kelas I X | Modul 4 | Kedaul atan

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik

Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat
Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
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12.

13.

14.

15.

16.

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya menutur Undang-Undang Dasar

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip pelaksanaan kedaulatan Negara
Republik | ndonesia ditunjukkan nomor

A. (1),(2), (3), dan (4)

B. (1), (3), (5), dan (6)

C. (2),(3), (4), dan (5)

D. (3), (4), (5), dan (6)

Makna kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945a dal ah

A. kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

B. kekuasaan dari, oleh, dan untuk golongan

C. kekuasaan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat

D. kekuasaan pemerintahan berasal dari pejabat

Sikap positif yang ditampilkan sesuai konsep kedaulatan rakyat di lingkungan kehidupan berbangsa
dan bernegara adal ah

A. menaati peraturan ketua adat

B. ikut demonstrasi karena dibayar

C. mengikuti pemilu secara jujur dan adil

D. saling menghormati antarumat beragama

Landasan hukum pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal....

A. 1ayat (1)

B. 1ayat (2)

C. 2ayat(1)

D. 27 ayat (1)

Landasan hukum pelaksanaan kedaulatan rakyatdilndon e s i a adal ah

A. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 3 dan pasal 1
ayat (2)

B. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4 dan pasal 1
ayat (2)

C. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4 dan pasal 1
ayat (3)

D. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4 dan pasal 1
ayat (1)

Kedaul atan tertinggi berada di tangan rakyat

A. pemerintahan dipegang dan dilaksanakan oleh rakyat

B. pemerintahan mendapatkan mandat dari rakyat

C. pemerintahan di jalankan untuk kepentingan wakil rakyat

D. lembaga perwakilan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi

PPKn Kelas I X | Modul 4 | Kedaulat

me




17. Makna kedaulatan rakyat adalah....

A. pemerintah wajib tunduk kepada rakyat

B. rakyat menjalankan pemerintahan secara langsung

C. rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara

D. pemerintahan di jalankan untuk kepentingan wakil-wakil rakyat
18. Perhatikan pernyataan berikut!

(1) Sikap mementingkan diri dan kelompok

(2) Membiasakan perilaku demokratis jika menguntungkan

(3) Membiasakan diri membantu sesama

(4) Menggunakan hak pilih dalam Pemilu

(5) Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan

Yang merupakan sikap positif terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia ditunjukkan

no mor ...

A. (1),(2),dan (3
B. (1),(3),dan (5
C. (2),(3),dan (4
D. (3),(4),dan (5
19. Indonesia merupakan negara yang menganut paham kedaulatan hukum. Hal ini tertuang dalam

—_— — — ~—
—_ — — ~—

Undang-Undang Dasar Negara Republikl ndonesi a Tahun 1945 pasal
A. 1layat (1)
B. 1layat(2)
C. layat(3)
D. 2ayat (1)

20. Perhatikan data berikut!

(1) Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik

(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat
Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau wakil
Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar
Yang bukan merupakan prinsip-prinsip pelaksanaan kedaulatan Negara Republik Indonesia
ditunjukkan pernyataan nomor....
A. (1)dan (2)

B. (1) dan (3)
C. (2)dan (4)
D. (5)dan (6)
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amandemen

bangsa

bela negara

budaya

dasar negara

eksekutif

hukum

ideologi
kedaulatan
legislatif

negara

rakyat

UUD NRI TAHUN
1945
undang-undang

warga negara

yudikatif
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perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu. Perubahan ini

dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak
sesuai lagi. Amendemen umumnya digunakan untuk merujuk kepada
perubahan pada konstitusi negara (amendemen konstitusional)

sekelompok manusia yang memiliki persamaan senasib, sejarah, dan cita-
cita bersama, serta mendiami wilayah tertentu

sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara

merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-
hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia

ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara
(pengelolaan,
penyelenggaraan sesuatu. Arti lainnya dari eksekutif adalah kekuasaan

berkenaan dengan pengurusan pemerintahan) atau
menjalankan undang-undang

sekumpulan peraturan yang berlaku di masyarakat dan dibuat oleh badan
resmi yang berwajib, bersifat memaksa, dan akan mendapat sanksi tegas
jika melanggarnya
gagasan

kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan; konsep yang berisi

kumpulan yang disusun secara sistematis dan diyakini
kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya
berwenang membuat undang-undang

suatu organisasi kemanusiaan atau kumpulan-kumpulan manusia yang
berada di bawah suatu pemerintahan yang sama

kumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-
sama mendiami wilayah suatu negara

hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik
Indonesia saat ini

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden
rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam
hubungannya dengan negara

bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan lembaga peradilan
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iE Kunci Jawaban Tugas

KEGIATAN BELAJAR 1

1. Jelaskan 4 sifat kedaulatan!

kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan
 EE— ASLI = lain yang lebih tinggi
Kekuasaan itu merupakan satu-satunya
[ TUNGGAL ~1| dalam negara dan tidak dibagikan kepada
SIFAT-SIFAT badan-badan lain
KEDAULATAN kedaulatan tetap ada selama negara itu
L., PERMANEN ~¥| berdiri, walaupun pemerintah bergant
TIDAK kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh apa
" TERBATAS | pun dan oleh kekuasaan lain
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2. Sebutkan dan jelaskan beberapa teori kedaulatan!

Kedaulatan Tuhan
pemerintah
mendapatkan
kekuasaan tertinggi
dari Tuhan untuk
menjalankan
pemerintahan

Teori
Kedaulatan

PPKn Kelas I X | Modul 4 |




KEGIATAN BELAJAR 2

NO. PERTANYAAN

1 | Bagaimana pendapat Ananda tentang
Pengiriman Pasukan Garuda ke Afrika
dengan pelaksanaan kedaulatan negara
Republik Indonesia?

2 | Apa tujuan Pengiriman Pasukan Garuda
ke negara-negara di Afrika?

3 | Langkah konkret apa vyang dapat
dilakukan pemerintah Republik
Indonesia jika menghadapi negara-
negara yang bersengketa?

4 | Bagaimana tanggapan Ananda tentang
kasus tersebut jika kita kaitkan dengan

kedaulatan negara Republik Indonesia?

JUMLAH SKOR

JAWABAN

Pengiriman Pasukan Garuda ke Afrika
Tengah dalam rangka melaksanakan
kedaulatan keluar sebagai amanat
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV
yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban
dunia

Melaksanakan Misi Pemeliharaan
Perdamaian vyang di gelar Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB).

Memberikan bantuan kemanusiaan dan
bantuan pasukan perdamaian

Pengiriman Pasukan garuda ke Afrika
merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan
keluar Negara Indonesia

Skor perolehan

Nilai = x 100
Skor maksimal
20
Nilai= ----x100
20
Nilai= 100
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fE, KunciJ awaban Tes Formatif

KEGIATAN BELAJAR 1

NO. | KUNCI DESKRIPSI SKOR
1 D kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara 2
2 C negara ikut serta melaksanakan ketertiban dunia 2
3 D Negara berhak menjalin kerjasama dengan negara lain 2
Negara ikut serta mewujudkan perdamaian dunia
4 C Asli 2
5 B Tuhan 2
JUMLAH SKOR 10

Skor perolehan

Nilai = x 100
Skor maksimal
10

Nilai= ----x100
10

Nilai = 100
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KEGIATAN BELAJAR 2

NO. | KUNCI DESKRIPSI SKOR
1 C kekuasaan tertinggi dalam sebuah Negara 2
2 D negara ikut serta melaksanakan ketertiban dunia 2
3 B tunggal 2
4 D kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- 2
Undang Dasar
Pengiriman pasukan perdamaian ke negara-negara konflik
5 D Menjadi anggota organisasi internasional 2
Menjalin kerjasama dengan negara lain
JUMLAH SKOR 10

Skor perolehan

Nilai = x 100
Skor maksimal
10

Nilai=  ----x 100
10

Nilai = 100
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‘Eﬁ? Kunci Jawaban Tes Akhir Modul

Pilihan Ganda
NO. | KUNCI DESKRIPSI SKOR
1 A Negara berhak mengatur kepentingan rakyatnya 1
2 A Asli 1
3 A Permanen 1
4 B kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan 1
5 D Negara berhak menjalin kerjasama dengan negara lain 1
Negara ikut serta mewujudkan perdamaian dunia
6 B kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat 1
7 C kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- 1
Undang Dasar
3 C kedaulatan yang beranggapan bahwa rakyat yang bertindak atas nama 1
Tuhan yang melaksanakan pemerintahan
9 B Kedaulatan Hukum 1
10 C kekuasaan berada di tangan rakyat 1
11 B Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan
Perwakilan Rakyat
Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- 1
Undang Dasar
Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menutur
Undang-Undang Dasar
12 A kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- 1
Undang Dasar
13 C mengikuti pemilu secara jujur dan adil 1
14 D 1 ayat (2) 1
15 B Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1
1945 alinea 4 dan pasal 1 ayat (2)
16 A pemerintahan dipegang dan dilaksanakan oleh rakyat 1
17 C rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara 1
D Membiasakan diri membantu sesama
18 Menggunakan hak pilih dalam Pemilu 1
Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
19 C 1ayat (3) 1
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20 C Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat

Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Dewan 1
Perwakilan Rakyat

JUMLAH SKOR 20

Skor perolehan

Nilai = x 100
Skor maksimal
20

Nilai= ----x 100
20

Nilai = 100
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